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Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (16-06-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:

I. ARIANTI ANAYA, selaku Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor158/TPA Tahun 2021,
tanggal 6 Desember 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
mewakili Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, berkedudukan dan
berkantor di Jl. Hang Jebat III Blok F3 Jakarta Selatan 12120,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IMAS SUKMARIAH, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian
Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/ TPA
Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan




Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa PARA PIHAK telah
menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Negara nomor
HK.03.01/1/1174/2022 dan Nomor 17/HM.05.01/2022 tanggal Delapan
Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-06-2022) tentang
Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
rangka pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan,
yang selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN INDUK.
Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan perubahan sebagaimana tercantum di dalam PERJANJIAN
INDUK, menjadi sebagai berikut:

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN INDUK diubah sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan Pasal 3 tentang Ruang Lingkup, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data Pegawai ASN bidang kesehatan dalam rangka
pengembangan SIASN di Indonesia;

2. Pemanfaatan dan pemutakhiran data Jabatan Fungsional Kesehatan
dan Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan untuk
pembinaan karier;

3. Pemanfaatan data program pengembangan dan pendayagunaan
tenaga kesehatan untuk seleksi Calon ASN;

4. Pemanfaatan data peserta seleksi dan data hasil seleksi Calon ASN
Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan seleksi Calon ASN;

dan
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5. Pemadanan data Pegawai ASN bidang kesehatan dalam rangka
pemutakhiran data SIASN.

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tentang Hak dan
Kewajiban PIHAK KESATU, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

I

mendapatkan akses terbatas data ASN Pejabat Fungsional
Kesehatan dan data ASN Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui mekanisme
web service dari PIHAK KEDUA,;

mendapatkan data peserta seleksi Calon ASN tenaga kesehatan
yang bekerja di bidang kesehatan berupa nomer telepon, alamat
email, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

mendapatkan data agregat hasil seleksi Calon ASN tenaga
kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemadanan
data dari PIHAK KEDUA meliputi data hasil seleksi Calon ASN
tenaga kesehatan dan data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
di setiap tahapan;

mendapatkan referensi ASN yang dikelola PIHAK KEDUA terkait
dengan kepegawaian,;

memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN
berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA; dan
mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan
data ASN dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

11
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tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan,
dan data program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan
untuk keperluan seleksi Calon ASN, serta data Calon ASN yang
berasal dari rekrutmen PPPK bidang kesehatan sebagaimana
rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui
mekanisme web service kepada PIHAK KEDUA;

2. menyampaikan data tabel referensi kepada PIHAK KEDUA yang
berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan
karier Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional
Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan;

3. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk
PIHAK KEDUA,

4. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem
integrasi, dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan
data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

5. menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada
SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk
PIHAK KEDUA;

6. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan
data ASN kepada PIHAK KEDUA; dan

7. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari
PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang Hak dan
Kewajiban PIHAK KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
1. menerima akses terbatas data ASN Pejabat Fungsional
Kesehatan, data ASN Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan, data STR, data pendayagunaan
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tenaga kesehatan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan,
dan data program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan
untuk keperluan seleksi Calon ASN, serta data Calon ASN yang
berasal dari rekrutmen PPPK bidang kesehatan sebagaimana
rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui
mekanisme web service dari PIHAK KESATU;,

2. mendapatkan data tabel referensi dari PIHAK KESATU yang
berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan
karier Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional
Non Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan,;

3. mendapatkan referensi ASN yang ada di bawah pembinaan
PIHAK KESATU terkait dengan kepegawaian,;

4. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data ASN
sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini kepada PIHAK KESATU, dalam hal PIHAK KEDUA tidak
menerima data balikan dan data referensi dari PIHAK KESATU
paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data ASN oleh
PIHAK KESATU;

5. memberikan kembali akses terbatas data ASN sebagaimana
rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada
PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima data
balikan dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada angka
4;

6. menerima laporan hasil pemadanan data, evaluasi sistem
integrasi, dan naskah berita acara hasil pemadanan data serta
hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun;

7. memperoleh informasi mengenai perbaikan data ASN pada SIASN
berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KESATU; dan
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8.

mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan
data ASN dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

/8
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memberikan akses terbatas data ASN Pejabat Fungsional
Kesehatan dan data ASN Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan sebagaimana rincian data yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui mekanisme
web service kepada PIHAK KESATU;

memberikan data peserta seleksi Calon ASN tenaga kesehatan
yang bekerja di bidang kesehatan berupa nomer telepon, alamat
email, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

memberikan data agregat hasil seleksi Calon ASN tenaga
kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan melalui pemadanan
data dari PIHAK KEDUA meliputi data hasil seleksi Calon ASN
tenaga kesehatan dan data alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
di setiap tahapan;

menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk
PIHAK KESATU;

menyediakan informasi mengenai perbaikan data ASN pada
SIASN berdasarkan daftar perbaikan data yang diberikan untuk
PIHAK KESATU;

memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan
data ASN kepada PIHAK KESATU; dan

menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari

PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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4., Mengubah Lampiran Pedoman Mekanisme Pelaksanaan Integrasi Data
pada PERJANJIAN INDUK, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN INTEGRASI DATA

1. Semua Referensi (ID) hanya menggunakan Referensi yang digunakan
dalam Database/ Web service BKN.
2. BKN menyediakan Akses:
Data Kepegawaian yang diakses adalah ASN di bidang kesehatan dan

memperoleh data Jabatan Fungsional Kesehatan dalam rangka

pembinaan karier dan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan.

a) API 1 Pencarian Profil ASN meliputi Data ASN Pejabat Fungsional

Kesehatan dan Data ASN Pejabat Fungsional Non Kesehatan yang
bekerja di bidang kesehatan berdasarkan NIP/NI PPPK (18 Digit)

dan ID Instansi, meliputi:

DATA UTAMA
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |ID PNS Varchar?2(32)
2 | NIK Varchar2(16)
3 | NIP Varchar2(18)
4 | Nama Lengkap Varchar2(100)
S Gelar Depan Varchar2(25)
6 | Gelar Belakang Varchar2(35)
7 | Jenis Kelamin Varchar2(1)
8 | Instansi Kerja ID Varchar2(32)
9 | Instansi Kerja Nama Varchar2(100)
10 | Unit Organisasi ID Varchar2(32)
11 | Unit Organisasi Nama Varchar2(250)
12 | Unit Organisasi Induk ID | Varchar2(32)
13 | Unit Organisasi Induk Varchar2(250)
Nama
14 | Jenis Jabatan ID Varchar2(1)
15 | Jenis Jabatan Nama Varchar2(25)
16 | Kelompok Jabatan ID Varchar2(32)
17 | Kelompok Jabatan Nama | Varchar2(100)
18 | Jenjang Jabatan Varchar?2(32)
Fungsional ID
19 | Jenjang Jabatan Varchar2(100)
Fungsional Nama
20 [ Jabatan ID Varchar2(32)
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DATA UTAMA

NO NAMA FIELD TIPE DATA
21 | Jabatan Nama Varchar2(100)
22 | Status ASN Varchar2(5)
23 | Tanggal Kontrak awal Date
24 | Tanggal Kontrak Akhir Date
25 | Telp (yang terdaftar di

BKN) NUMBER
26 | Email (yang terdaftar di

BKN) VARCHARZ2(32)
27 | No. Karpeg NUMBER
28 | TMT Jabatan Date
29 | TMT Golongan Date

b) API 2 Pencarian berdasarkan Data Riwayat Pendidikan
DATA RIWAYAT PENDIDIKAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |ID PNS Varchar2(32)
2 Riwayat Pendidikan ID Varchar?2(36)
3 | Pendidikan ID Varchar2(32)
4 | Pendidikan Nama Varchar2(150)
5 | Tingkat Pendidikan ID Varchar2(2)
6 | Tingkat Pendidikan Nama | Varchar2(30)
7 | Tanggal Lulus Date
8 | Tahun Lulus Number(4)
9 | Nama Sekolah Varchar2(150)
10 | Nomor ljazah VARCHAR2(60)

c)

API 3 Pencarian berdasarkan Data Riwayat Diklat

DATA RIWAYAT DIKLAT
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |IDPNS VARCHARZ2(32)
2 Riwayat Diklat ID Varchar2(37)
3 |[Jenis Kursus ID Varchar2(36)
4 | Jenis Kursus Nama Varchar2(100)
5 | Nama Kursus Varchar2(250)
6 | Instansi ID Varchar2(36)
7 | Institusi Penyelenggara Varchar2(200)
8 | Tipe Kursus Sertifikat ID Varchar?2(1)
9 |Tipe Kursus Sertifikat | Varchar2(30)
Nama
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DATA RIWAYAT DIKLAT
NO NAMA FIELD TIPE DATA
10 | Nomor Sertifikat Varchar?2(100)
11 | Tanggal Mulai Kursus Date
12 | Tanggal Selesai Kursus Date
13 [ Jumlah Jam Integer

d) API 4 Pencarian berdasarkan Data Riwayat Jabatan

DATA RIWAYAT JABATAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA

1 |ID PNS Varchar2(32)
2 | Nomor SK JF Terakhir VARCHARZ2(60)
3 | Tanggal SK JF Terakhir DATE
4 | TMT SK JF Terakhir DATE
S5 | TMT Jabatan DATE
6 |Jumlah Angka Kredit NUMBER

pada SK Jenjang Jabatan

Terakhir

e) API 5 Pencarian berdasarkan Data Riwayat Golongan

DATA RIWAYAT GOLONGAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA

1 |ID PNS Varchar2(32)
2 | Nomor SK Pangkat

Terakhir VARCHAR2(60)
3 | Tanggal SK Pangkat

Terakhir DATE
4 | TMT SK Pangkat Terakhir | DATE

f) API 6 Pencarian berdasarkan Data Angka Kredit ASN Tenaga
Kesehatan
DATA ANGKA KREDIT
NO NAMA FIELD TIPE DATA

1 ID Varchar2(32)
2 | PNS_ID Varchar2(32)
3 | NOMOR_SK Varchar2(60)
4 | TANGGAL_SK Date
& BULAN_MULAI_PENILAIA | Number(2)

N
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DATA ANGKA KREDIT
NO NAMA FIELD TIPE DATA
6 | TAHUN_MULAIL_ Number(4)
PENILAIAN
7 | BULAN_SELESAL_ Number(2)
PENILAIAN
8 | TAHUN_SELESAL Number(4)
PENILAIAN
9 | KREDIT_UTAMA_BARU | Number(9,3)
10 | KREDIT_PENUNJANG_B | Number(9,3)
ARU
11 | KREDIT BARU_TOTAL | Number(9,3)
12 | RW_JABATAN_ID Varchar2(32)
13 | NAMA_JABATAN Varchar2(100)
14 | NCSISTIME Timestamp(6)
15 | IS_ANGKA KREDIT PER | Varchar2(l)
TAMA

3. Kementerian Kesehatan Mengirimkan Data ke BKN.

a) API 7 Data Utama dan/atau penugasan khusus.

API

mengirimkan Data Utama ASN baik yang umum maupun

ini diperuntukkan

penugasan khusus.

untuk Kementerian Kesehatan

DATA PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 ID PNS Varchar2(32)
2 NIK Varchar2(30)
3 Nama Lengkap Varchar2(100)
4 Tempat Lahir Varchar2(32)
5 Tanggal Lahir Date
6 Alamat Rumah Varchar2(32)
74 Kewarganegaraan Varchar2(3)
8 Negara Varchar2(20)
9 Jenis Kelamin Number
10 | Masa Kerja Number
11 STR Number
12 | Masa Berlaku Date
14 | Masa Berakhir Date
15 | Status Khusus Varchar2(32)
16 | Status PNS Varchar2(5)
17 | Status Tanggal Kontrak Date
Halaman ke-10 dari 14 halaman
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DATA PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

NO NAMA FIELD TIPE DATA
18 | Status Selesai Kontrak Date
b) API 8 Data fasilitas kesehatan/fasilitas layanan kesehatan,
meliputi:
DATA FASKES /FASYANKES
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |id_kes int4
2 |kode_prov Varchar(4)
3 |kode_prov_kemdagri Varchar(4)
4 |nama_prov Varchar(50)
5 |kode_kab Varchar(10)
6 |kode_kab_kemdagri Varchar(10)
7 |nama_kab Varchar(50)
8 |kode_kec Varchar(50)
9 |nama_kec Varchar(50)
10 |kode_desa Varchar(50)
11 |nama_desa Varchar(50)
12 |Kd Varchar(50)
13 |kd_baru Varchar(50)
14 |Nama Varchar(250)
15 |kode_tipe_skop Varchar(50)
16 |tipe_skop Varchar(50)
17 |id_pemilik Varchar(50)
18 |pemilik Varchar(50)
19 |id_kelompok_penyelenggara |Varchar(50)
20 |kelompok_penyelenggara Varchar(50)
21 |id_tingkatan_fasyankes Varchar(50)
22 |tingkatan_fasyankes Varchar(50)
23 |id_jenis_fasyankes Varchar(50)
24 |jenis_fasyankes Varchar(50)
25 |latitude Varchar(50)
26 |longitude Varchar(50)
27 |alamat Varchar(250)
28 |no_telp Varchar(50)
Halaman ke-11 dari 14 halaman |
PIHAKI | §V

PIHAK II

m%i&




DATA FASKES/FASYANKES

29 ifax Varchar(50)
30 |email Varchar(50)
31 |kodepos Varchar(50)

c) API 9 data PNS berdasarkan Data Riwayat Jabatan.

DATA RIWAYAT JABATAN

NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 ID PNS Varchar2(32)
2 ID Provinsi BKN Varchar2(32)
3 ID Kab/Kota Varchar2(32)
4 Kode Faskes Varchar2(20)
5 Nama Faskes Varchar2(32)
6 Kode SDMK Varchar2(20)
7 Jenis SDMK Varchar2(100)
8 Status Pekerjaan Varchar2(20)
9 NIP Varchar2(30)
10 | ID Jabatan Fungsional Varchar2(32)

BKN

d) API 10 data PNS berdasarkan Data Diklat ASN Tenaga Kesehatan.

DATA RIWAYAT DIKLAT

NO NAMA FIELD TIPE DATA

1 ID PNS Varchar2(32)

2 Riwayat Diklat ID Varchar2(37)

3 Jenis Kursus ID Varchar2(36)

4 Jenis Kursus Nama Varchar2(100)

5 Nama Kursus Varchar2(250)

6 Instansi ID Varchar2(36)

7 Institusi Penyelenggara Varchar2(200)

8 | Tipe kursus sertifikat id | Varchar2(1)

9 | Tipe kursus sertifikat Varchar2(30)

nama

10 | Nomor sertifikat Varchar2(100)

11 | Tanggal mulai kursus Date

12 | Tanggal selesai kursus Date

13 | Jumlah Jam Integer
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e) API 11 Data Kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan.
Data Bezetting dan Kebutuhan ASN Kesehatan Per Jabatan

(Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga medis lainnya).

DATA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 Kode Provinsi Varchar2(32)
2 Provinsi Varchar2(32)
3 Kode Kab/Kota Varchar2(32)
4 Kab/Kota Varchar?2(32)
5 Jenis Fasyankes Varchar2(100)
(RS /Puskesmas)
6 Kode Fasyankes Varchar2(20)
7 Nama Fasyankes Varchar2(100)
8 Bezzeting SDMK Saat Ini Varchar2(3)
(ASN)
9 Kebutuhan SDMK Saat Ini Varchar2(3)
(ASN)
10 | Kelebihan / Kekurangan (-) Varchar2(3)

f) Data ASN berdasarkan Data Kebutuhan ASN dan Seleksi Calon
ASN, meliputi:
a) API 12 Data STR Aktif.

DATA STR AKTIF

NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |ID PNS Varchar2(32)
2 |NIP/NI PPPK Varchar2(18)
3 |NIK Varchar2(30)
4 |Nomor STR Number(38)
5 |Jenis Profesi Varchar2(50)
6 |Jenis Kompetensi Varchar2(50)
7 |Tanggal Terbit STR Date

8 |Nama Unit Varchar2(20)
9 |Masa Berlaku Date

10 |Masa Berakhir Date
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b) API 13 data PNS berdasarkan Data Program Afirmasi

Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.

DATA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TENAGA KESEHATAN
NO NAMA FIELD TIPE DATA
1 |ID PNS Varchar2(32)
2 | NIP / NI PPPK Varchar2(18)
3 | NIK Varchar2(30)
4 | Nama Lengkap Varchar2(100)
5 | Tempat Lahir Varchar2(32)
6 | Tanggal Lahir Date
7 | Alamat Rumah Varchar2({200)
8 | Jenis Kelamin Number
9 | Nama Perguruan Tinggi Varchar2(200)
10 | Nama Program Studi Varchar2(250)
11 | Jenjang Varchar2(4)
12 | Tahun Lulus Date

Pasal II

Adendum PERJANJIAN INDUK ini mulai berlaku pada saat ditandatangani

dengan ketentuan:

a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK; dan

b. Hal-hal yang telah diatur dalam PERJANJIAN INDUK dan tidak
ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku
serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua),

masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan

dicap stempel resmi.
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